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h h harea transaks) Apzbila NPOP nidak diketahu aiau

h re; danipeda Nila1 Juzl Objek Pajzk (NJOP) vang digunakan dalam
nuenzan paizk vang dipakar zdzlah NJOP Sedangkan pada peristiwa hukum,
ilai Perolehan Onjek Pajak (NPOP) adalah Nilas Jual Objek Pajak ( NJOP) di
Sa12) Bum: Banzunzn (PBB) Rumuszn masalzh penehiiznim, (1) pelaksanaan
pemungutzn Bea Peroiehan Hak atas tanah dzn Bangunan dr Kabupaten Blora, (2)

ng dihzdap: dzlam pelaksanzan pemungutan Bea

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Blora. (3) Upaya
penyelesaian kendala-kendala dalam pelaksanazan pemungutan Bea Perolehan Hak
atas tanzh dan Bangunan di Kabupaten Blora. Metode penehitian vuridis empiris,
spesifikasi deskriptif analisis. Data sekunder berupa bahan hukum primer,
selunder, dan tersier. Data primer informan Pejabat Badan Pendapatan,

engzlolzan Keuangan dan Aset Daerah, dan notars PPAT. Teknik pengumpulan
data menzzunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian, (1) faktor-faktor
pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
menggunakan self assesment system, dasar hukum Undang-undang no 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati nomor 10
tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, laporan
keuangan Pemernintah Kabupaten Blora tahun 2022 (2) Kendala yang dihadapi
berupa aspek vundis, non yuridis, yang berhubungan dengan wajib pajak,
berhubungan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Blora, (3) Upaya atas kendala yang dihadapi intens dalam
mensosialisasikan, kantor keuangan daerah dapat saja menyediakan sarana yang
lebih mudah. Saran; (1) kebijakan tentang BPHTB tidak membingungkan

masyarakat, (1) meningkatkan kesadaran masyarakat.
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Kata Kunci : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
peristiwa dan kejadian hukum dalam pengurusan Tanah dan Bangunan.
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